
PROFIL KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BINJAI 

PERIODE 2023 – 2028 

 

1. Kedudukan/Domisili dan Alamat Lengkap  

Komisi Pemilihan Umum Kota Binjai berkedudukan di tingkat pusat pemerintahan Kota (Pasal 

4 ayat (3) Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2019) yang bertugas mengkoordinasikan 

penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan di wilayah Kota Binjai.  

KPU Kota Binjai beralamat di Jalan Jend. Gatot Subroto No. 10-B Kel. Limau Mungkur, Kec. 

Binjai Barat, Kota Binjai.  

2.  Ruang Lingkup Kegiatan 

Komisi Pemilihan Umum (selanjutnya disebut KPU) adalah lembaga Penyelenggara Pemilu 

yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri dalam melaksanakan pemilu. Wilayah kerja KPU 

meliputi seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. KPU menjalankan tugasnya 

secara berkesinambungan dan dalam menyelenggarakan Pemilu, KPU bebas dari pengaruh 

pihak manapun berkaitan dengan pelaksanaan tugas dan wewenangnya. 

KPU terdiri atas KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota. Dalam melaksanakan tahapan 

Pemilu dan Pemilihan Kepala Daerah, KPU membentuk Badan Ad Hoc yang bertugas 

membantu KPU dalam melaksanakan tahapan Pemilu dan Pemilihan di tingkat Kecamatan 

(disebut dengan PPK/Panitia Pemilihan Kecamatan), di tingkat Desa (disebut PPS/Panitia 

Pemungutan Suara), dan di tingkat TPS/Tempat Pemungutan Suara (disebut KPPS/ Kelompok 

Penyelenggara Pemungutan Suara). Selain itu, untuk melaksanakan Pemilu di luar negeri, KPU 

juga dibantu oleh Panitia Pemilihan Luar Negeri (PPLN) dan Kelompok Penyelenggera 

Pemungutan Suara Luar Negeri (KPPSLN). 

3. Maksud dan Tujuan 

Melalui amandemen terhadap UUD 1945 pasal 22 E ayat 5 maka secara eksplisit kemudian 

disebutkan bahwa: Pemilihan umum diselenggarakan oleh suatu komisi pemilihan umum yang 

bersifat nasional, tetap, dan mandiri. Sebagai tindak lanjut dari amanat UUD 1945 hasil 

amandemen tersebut maka pada tahun 1999 dibentuklah sebuah lembaga penyelenggara 

Pemilu yang bersifat independen dengan nama Komisi Pemilihan Umum atau yang biasa 

disingkat dengan KPU. 

KPU dibentuk untuk meminimalisir campur tangan penguasa dalam pelaksanaan Pemilu. Hal 

ini mengingat penyelenggara Pemilu sebelumnya, yakni Lembaga Pemilihan Umum (LPU), 

merupakan bagian dari Kementerian Dalam Negeri (sebelumnya bernama Departemen Dalam 

Negeri) yang nota bene adalah bagian dari mesin penguasa. 

Pada awal pembentukannya, anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) terdiri atas anggota 

partai politik dan elemen Pemerintah. Hal tersebut berubah di tahun 2000. Perubahan tersebut 

merupakan amanah Undang-Undang (UU) Nomor 4 Tahun 2000 tentang Pemilihan Umum. 



Undang-Undang ini mengatur bahwa Komisi Pemilihan Umum harus beranggotakan anggota-

anggota yang non-partai politik. 

Melalui Keputusan Presiden Nomor 70 Tahun 2001 tentang Pembentukan KPU, struktur KPU 

dipangkas. Sebelumnya, anggota KPU sebanyak 53 orang berubah menjadi 11 orang. 

Kesebelas komisioner ini terdiri dari unsur Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dan 

akademisi. Menghadapi Pemilu tahun 2004, pada tahun 2002, diterbitkan Keputusan Presiden 

(Keppres) Nomor 67 Tahun 2002 tentang Pemilihan Umum (Pemilu). Keppres ini membentuk 

tim seleksi untuk mengangkat anggota KPU. 

Melalui Keppres Nomor 12 Tahun 2007 dan Keppres Nomor 33 Tahun 2011 kembali dilakukan 

Pembentukan Tim Seleksi Calon Anggota KPU. Anggota KPU yang dipilih oleh Tim Seleksi 

ini berjumlah tujuh (7) orang. Sejak saat itu hingga saat ini, anggota KPU RI berjumlah 7 

(tujuh) orang. 

(Sumber: Keputusan KPU Nomor 197/PR.01.3-Kpt/01/KPU/IV/2020 tentang Rencana 

Strategis Komisi Pemilihan Umum Tahun 2020-2024) 

4. Tugas, Wewenang dan Kewajiban  

Tugas, Wewenang dan Kewajiban KPU Kabupaten/Kota 

Penyelenggaraan Pemilu Penyelenggaraan Pemilihan  

Wali Kota dan Wakil Wali Kota   

1.  Tugas: 1. Tugas dan Wewenang: 

a.  menjabarkan program dan melaksanakan 
anggaran; 

a. merencanakan program dan anggaran; 

b.  melaksanakan semua tahapan 
Penyelenggaraan Pemilu di 

kabupaten/kota berdasarkan ketentuan 

peraturan perundang-undangan; 

b.  merencanakan dan menetapkan jadwal 
Pemilihan Bupati 

dan Wakil Bupati atau Wali Kota dan 

Wakil Wali Kota; 

c.  mengoordinasikan dan mengendalikan 
tahapan Penyelenggaraan Pemilu oleh 

PPK, PPS, dan KPPS dalam wilayah 

kerjanya; 

c. menyusun dan menetapkan tata kerja KPU 
Kabupaten/Kota, PPK, PPS, dan KPPS 

dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati 

atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota 
dengan memperhatikan pedoman dari KPU 

Kota dengan memperhatikan pedoman dari 

KPU dan/atau KPU Provinsi; 

d.  menyampaikan daftar pemilih kepada 
KPU Provinsi; 

d. menyusun dan menetapkan pedoman teknis 
untuk setiap tahapan penyelenggaraan 

Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau 

Wali Kota dan Wakil Wali Kota sesuai 
dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan; 

e.  memutakhirkan data pemilih berdasarkan 

data Pemilu terakhir dengan 
memperhatikan data kependudukan yang 

disiapkan dan diserahkan oleh Pemerintah 

dan menetapkannya sebagai daftar 
pemilih; 

e. membentuk PPK, PPS, dan KPPS dalam 

Pemilihan Gubernur serta Pemilihan Bupati 
dan Wakil Bupati atau Wali Kota dan 

Wakil Wali Kota dalam wilayah kerjanya; 



Tugas, Wewenang dan Kewajiban KPU Kabupaten/Kota 

Penyelenggaraan Pemilu Penyelenggaraan Pemilihan  

Wali Kota dan Wakil Wali Kota   

f.  melakukan dan mengumumkan 
rekapitulasi hasil penghitungan suara 

Pemilu anggota DPR, anggota DPD, 

Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, dan 

anggota DPRD Provinsi serta anggota 
DPRD Kabupaten/Kota yang 

bersangkutan berdasarkan berita acara 

hasil rekapitulasi suara di PPK; 

f. mengoordinasikan, menyelenggarakan, dan 
mengendalikan semua tahapan 

penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan 

Wali Kota sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang-undangan dengan 
memperhatikan pedoman dari KPU 

dan/atau KPU Provinsi; 

g.  membuat berita acara dan sertifikat 

penghitungan suara, serta wajib 

menyerahkannya kepada saksi Peserta 
Pemilu, Bawaslu Kabupaten/Kota, dan 

KPU Provinsi; 

g. menerima daftar pemilih dari PPK dalam 

penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan 

Wakil Bupati atau Wali Kota dan Wakil 
Wali Kota; 

h.  mengumumkan calon anggota DPRD 

kabupaten/kota terpilih sesuai dengan 
alokasi jumlah kursi setiap daerah 

pemilihan di kabupaten/kota yang 

bersangkutan dan membuat berita 
acaranya; 

h. memutakhirkan data Pemilih berdasarkan 

data kependudukan yang disiapkan dan 
diserahkan oleh Pemerintah dengan 

memperhatikan data terakhir: 

i.  menindaklanjuti dengan segera temuan 

dan laporan yang disampaikan oleh 

Bawaslu Kabupaten/Kota; 

1. Pemilu anggota Dewan Perwakilan 

Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, 

dan DPRD; 

j.  menyosialisasikan Penyelenggaraan 

Pemilu dan/atau yang berkaitan dengan 
tugas dan wewenang KPU 

Kabupaten/Kota kepada masyarakat; 

2. Pemilu Presiden dan Wakil Presiden; 

dan 

k. melakukan evaluasi dan membuat laporan 

setiap tahapan Penyelenggaraan Pemilu; 
dan 

3. Pemilihan Gubernur dan Wakil 

Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, 
atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota, 

dan menetapkannya sebagai daftar 

pemilih; 

l. melaksanakan tugas lain yang diberikan 
oleh KPU, KPU Provinsi, dan/atau 

ketentuan peraturan perundang-undangan. 

i. menerima daftar pemilih dari PPK dalam 
penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan 

menyampaikannya kepada KPU Provinsi; 

    j. menetapkan Calon Bupati dan Wakil 

Bupati atau Calon Wali Kota dan Wali 

Kota yang telah memenuhi persyaratan; 

2. Wewenang: k. menetapkan dan mengumumkan hasil 

rekapitulasi penghitungan suara Pemilihan 

Bupati dan Wakil Bupati atau Wali Kota 
dan Wakil Wali Kota berdasarkan 

rekapitulasi hasil penghitungan suara dari 

seluruh PPK di wilayah kabupaten/kota 

yang bersangkutan; 



Tugas, Wewenang dan Kewajiban KPU Kabupaten/Kota 

Penyelenggaraan Pemilu Penyelenggaraan Pemilihan  

Wali Kota dan Wakil Wali Kota   

a.  menetapkan jadwal tahapan Pemilu di 
kabupaten/kota; 

l. membuat berita acara penghitungan suara 
serta membuat sertifikat penghitungan 

suara dan wajib menyerahkannya kepada 

saksi peserta Pemilihan, Bawaslu 

Kabupaten/Kota, dan KPU Provinsi; 

b.  membentuk PPK, PPS, dan KPPS dalam 

wilayah kerjanya; 

m. menerbitkan Keputusan KPU 

Kabupaten/Kota untuk mengesahkan hasil 

Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau 

Wali Kota dan Wakil Wali Kota dan 
mengumumkannya; 

c.  menetapkan dan mengumumkan 

rekapitulasi hasil penghitungan suara 
Pemilu anggota DPRD kabupaten/kota 

berdasarkan rekapitulasi hasil 

penghitungan suara di PPK dengan 

membuat berita acara dan sertifikat 
rekapitulasi hasil penghitungan suara; 

n. mengumumkan Calon Bupati dan Wakil 

Bupati atau Wali Kota dan Wakil Wali 
Kota terpilih dan dibuatkan berita acaranya; 

d.  menetapkan Keputusan KPU 

Kabupaten/Kota untuk mengesahkan hasil 
Pemilu anggota DPRD kabupaten/kota 

dan mengumumkannya; 

o. melaporkan hasil Pemilihan Bupati dan 

Walikota kepada Menteri melalui Gubernur 
dan kepada KPU melalui KPU Provinsi; 

e.  menjatuhkan sanksi administratif dan/atau 

menonaktifkan sementara anggota PPK 
dan anggota PPS yang terbukti 

melakukan tindakan yang mengakibatkan 

terganggunya tahapan Penyelenggaraan 
Pemilu berdasarkan putusan Bawaslu, 

putusan Bawaslu Provinsi, putusan 

Bawaslu Kabupaten/Kota, dan/atau 

ketentuan peraturan perundang-undangan; 
dan 

p. menindaklanjuti dengan segera 

rekomendasi Bawaslu Kabupaten/Kota atas 
temuan dan laporan adanya dugaan 

pelanggaran Pemilihan; 

f.  melaksanakan wewenang lain yang 

diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, 

dan/atau ketentuan peraturan perundang-
undangan. 

q. mengenakan sanksi administratif dan/atau 

menonaktifkan sementara anggota PPK, 

anggota PPS, sekretaris KPU 
Kabupaten/Kota, dan pegawai sekretariat 

yang mengakibatkan terganggunya tahapan 

penyelenggaraan pemilihan berdasarkan 
rekomendasi Bawaslu Kabupaten/Kota 

dan/atau ketentuan peraturan perundang-

undangan; 

    r. melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan 
Pemilihan dan/atau yang berkaitan dengan 

tugas KPU Kabupaten/Kota kepada 

masyarakat; 



Tugas, Wewenang dan Kewajiban KPU Kabupaten/Kota 

Penyelenggaraan Pemilu Penyelenggaraan Pemilihan  

Wali Kota dan Wakil Wali Kota   

3. Kewajiban: s. melaksanakan tugas dan wewenang yang 
berkaitan dengan Pemilihan Gubernur dan 

Wakil Gubernur sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang-undangan dan 

pedoman KPU dan/atau KPU Provinsi; 

a.  melaksanakan semua tahapan 
Penyelenggaraan Pemilu dengan tepat 

waktu; 

t. melakukan evaluasi dan membuat laporan 
penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan 

Wakil Bupati atau Wali Kota dan Wakil 

Wali Kota; 

b.  memperlakukan Peserta Pemilu secara 
adil dan setara; 

u. menyampaikan hasil Pemilihan Bupati dan 
Wakil Bupati atau Wali Kota dan Wakil 

Wali Kota kepada KPU Provinsi, 

Gubernur, dan DPRD Kabupaten/Kota; dan 

c.  menyampaikan semua informasi 

Penyelenggaraan Pemilu kepada 

masyarakat; 

v. melaksanakan tugas dan wewenang lain 

yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, 

dan/atau ketentuan peraturan perundang-

undangan. 

d.  melaporkan pertanggungjawaban 

penggunaan anggaran sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundang-undangan; 

    

e.  menyampaikan laporan 

pertanggungjawaban semua kegiatan 
Penyelenggaraan Pemilu kepada KPU 

melalui KPU Provinsi; 

2. Kewajiban: 

f.  mengelola, memelihara, dan merawat 
arsip/dokumen serta melaksanakan 

penyusutannya berdasarkan jadwal retensi 

arsip yang disusun oleh KPU 

Kabupaten/Kota dan lembaga kearsipan 
kabupaten/kota berdasarkan pedoman 

yang ditetapkan oleh KPU dan Arsip 

Nasional Republik 
Indonesia; 

a. melaksanakan semua tahapan 
penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan 

Wakil Bupati atau Wali Kota dan Wakil 

Wali Kota dengan tepat waktu; 

g. mengelola barang inventaris KPU 

Kabupaten/Kota berdasarkan ketentuan 
peraturan perundang-undangan; 

b. memperlakukan peserta Pemilihan Calon 

Bupati dan Wakil Bupati atau Wali Kota 
dan Wakil Wali Kota secara adil dan setara; 

h. menyampaikan laporan periodik 

mengenai tahapan Penyelenggaraan 

Pemilu kepada KPU dan KPU Provinsi 

dengan tembusan kepada Bawaslu dan 
Bawaslu Provinsi; 

c. menyampaikan semua informasi 

penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan 

Wakil Bupati atau Wali Kota dan Wakil 

Wali Kota kepada masyarakat; 

i. membuat berita acara pada setiap Rapat 

Pleno KPU Kabupaten/Kota dan 
ditandatangani oleh ketua dan anggota 

KPU Kabupaten/Kota; 

d. melaporkan pertanggungjawaban 

penggunaan anggaran sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundang-undangan; 



Tugas, Wewenang dan Kewajiban KPU Kabupaten/Kota 

Penyelenggaraan Pemilu Penyelenggaraan Pemilihan  

Wali Kota dan Wakil Wali Kota   

j. melaksanakan dengan segera putusan 
Bawaslu Kabupaten/Kota; 

e. menyampaikan laporan 
pertanggungjawaban semua kegiatan 

penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan 

Wakil Bupati atau Wali Kota dan Wakil 

Wali Kota kepada Menteri melalui 
Gubernur dan kepada KPU melalui KPU 

Provinsi; 

k. menyampaikan data hasil Pemilu dari 

tiap-tiap Tempat Pemungutan Suara pada 
tingkat kabupaten/kota kepada Peserta 

Pemilu paling lama 7 (tujuh) Hari setelah 

rekapitulasi hasil penghitungan suara di 
kabupaten/kota; 

f. mengelola, memelihara, dan merawat 

arsip/dokumen serta melaksanakan 
penyusutannya sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang-undangan; 

l. melakukan pemutakhiran dan 

pemeliharaan data pemilih secara 

berkelanjutan dengan memperhatikan 
data kependudukan sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundang-undangan; 

g. mengelola barang inventaris KPU 

Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang-undangan; 

m. melaksanakan putusan DKPP; h. menyampaikan laporan periodik mengenai 
tahapan penyelenggaraan Pemilihan Bupati 

dan Walikota kepada Menteri melalui 

Gubernur, kepada KPU dan KPU Provinsi 

serta menyampaikan tembusannya kepada 
Bawaslu Provinsi; 

n. menangani pelanggaran administrasi dan 

Kode Etik PPK, PPS, dan KPPS; dan 

i. membuat berita acara pada setiap Rapat 

Pleno KPU Kabupaten/Kota sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundang-undangan; 

o. melaksanakan kewajiban lain yang 

diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, 
dan/atau ketentuan peraturan perundang-

undangan. 

j. menyampaikan data hasil Pemilihan dari 

tiap TPS pada tingkat kabupaten/kota 
kepada peserta Pemilihan paling lama 7 

(tujuh) hari setelah rekapitulasi di 

kabupaten/kota; 

    k. melaksanakan Keputusan DKPP; dan 

    l. melaksanakan kewajiban lain yang 

diberikan KPU, KPU Provinsi, dan/atau 

ketentuan peraturan perundang-undangan. 

(Sumber: Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2019) 
 

 

 

 

 

 



5. Struktur Organisasi 

 

 

6. Gambaran Umum 

Jumlah anggota KPU sebanyak 7 (tujuh) orang, KPU Provinsi sebanyak 5 (lima) atau 7 (tujuh) 

orang dan KPU Kabupaten/Kota sebanyak 5 (lima) orang. Penetapan jumlah anggota KPU 

Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota didasarkan pada kriteria jumlah penduduk, luas wilayah, 

dan jumlah wilayah administratif pemerintahan. 

Keanggotaan KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota terdiri atas seorang ketua 

merangkap anggota dan anggota. Ketua KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota dipilih 

dari dan oleh anggota. Setiap anggota KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota 

mempunyai hak suara yang sama. Komposisi keanggotaan KPU, KPU Provinsi, dan KPU 

Kabupaten/Kota memperhatikan keterwakilan perempuan sekurang-kurangnya 30% (tiga 



puluh perseratus). Masa keanggotaaan KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota 5 (lima) 

tahun terhitung sejak pengucapan sumpah/janji dan dapat dipilih kembali untuk 1 (satu) kali 

jabatan berikutnya. 

Dalam menjalankan tugasnya, KPU dibantu oleh Sekretariat Jenderal, KPU Provinsi dan KPU 

Kabupaten/Kota masing-masing dibantu oleh sekretariat KPU Provinsi dan sekretariat KPU 

Kabupaten/Kota. Sekretariat Jenderal KPU dipimpin oleh seorang Sekretaris Jenderal (Sekjen). 

Sedangkan Sekretariat KPU Provinsi dan dan KPU Kabupaten/Kota dipimpin oleh Sekretaris 

KPU Provinsi dan Sekretaris KPU Kabupaten/Kota. Sekretaris Jenderal, Sekretaris KPU 

Provinsi dan Sekretaris KPU Kabupaten/Kota merupakan Aparatur Sipil Negara yang 

memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

Sekretariat KPU Kota Binjai dipimpin oleh Sekretaris KPU Kota Binjai, yang dibantu oleh 

empat orang Kepala Sub Bagian dan para staf yang terdiri atas Aparatur Sipil Negara dan Non 

PNS. 

7. Profil Singkat Pejabat Struktural 

Sekretaris KPU Kota Binjai 

Nama : SYAIFUL AZHAR, S.Sos, M. IP 

Tempat/Tgl Lahir  : Medan / 22 Februari 1984 

Jenis Kelamin : Laki-laki 

Status Perkawinan : Kawin 

Istri  : ENGGAR SRI WAHYUNI, S.E. 

Anak : 1 

Agama : Islam 

 

Subbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan 

Masyarakat 

Nama : Fernando Septa Masana Pinem, S.Sos 

Tempat/Tgl Lahir  : Tanjung Morawa/11 September 1984 

Jenis Kelamin : Laki-laki 

Status Perkawinan : Kawin 

Istri  : Agitha Fila Sari Saragih 

Anak : 2 

Agama : Kristen 

 

 

 

 

 



Subbag Keuangan, Umum dan Logistik 

Nama : Yusilawati SH. MH 

Tempat/Tgl Lahir  : Sambirejo, 26 Februari 1975 

Jenis Kelamin : Perempuan  

Status Perkawinan : Kawin 

Suami : M. Arif 

Anak : 3 

Agama : Islam 

 

Subbag Hukum dan SDM 

Nama : Serenity Deliver Refisis, SH., MH 

Tempat/Tgl Lahir  : Medan / 29 November 1985 

Jenis Kelamin : Perempuan 

Status Perkawinan : Kawin 

Suami : Arnold PG Lbn Gaol, ST., MT 

Anak : 2 

Agama : Kristen 

 

Subbag Perencanaan Data dan Informasi 

Nama : Suwandi, S.Sos 

Tempat/Tgl Lahir  : Pulau Rambung/30 Agustus 1971 

Jenis Kelamin : Laki-laki 

Status Perkawinan : Kawin 

Istri  : Nurhayati Sitepu 

Anak : 2 

Agama : Islam 
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